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Percepatan Penurunan Stunting Melalui
Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih dan
Sanitasi Aman di Kalimantan Barat

Isu Kunci

Policy Brief ini memuat poin-poin penting sebagai berikut:

1) Peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi aman merupakan langkah prioritas sebagai upaya
percepatan penurunan stunting di Kalimantan Barat.

2) Tujuan dari policy brief ini adalah untuk memberikan informasi dan rekomendasi strategis untuk
menurunkan angka prevalensi stunting dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

3) Kolaborasi lintas sektor berbasis model pentahelix sangat diperlukan untuk mengimplementasikan
solusi yang efektif terhadap permasalahan stunting dengan melibatkan multi-stakeholder.

4) Aktualisasi pojok literasi kesehatan akan memperkuat pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan

kesadaran dalam mencegah stunting.

Ringkasan

Stunting merupakan kondisi yang ditandai oleh terhambatnya pertumbuhan anak akibat kekurangan gizi
kronis, terutama selama seribu hari pertama kehidupannya. Kondisi tersebut berdampak negatif terhadap tinggi
badan anak dan berkorelasi dengan penurunan kemampuan kognitif serta produktivitas di masa depan.
Pada tahun 2023, prevalensi stunting di Kalimantan Barat tercatat sebesar 24,5%, angka ini lebih tinggi
dibandingkan rata-rata nasional yang hanya mencapai 21,5%. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai
kebijakan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
untuk mengurangi angka stunting melalui intervensi yang berkaitan dengan akses air bersih dan sanitasi aman.
Namun, tantangan signifikan masih dihadapi seperti rendahnya akses terhadap air bersih, tingkat kepemilikan
jamban oleh rumah tangga masih sangat minim, serta kurangnya awareness masyarakat terhadap perilaku
hidup bersih dan sehat (PHBS). Program-program seperti WASH, SAHABAT, FINWASH4UC, dan PRESISI telah
diterapkan, tetapi efektivitasnya terhalang oleh masalah infrastruktur dan rendahnya partisipasi masyarakat.
Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan strategi yang lebih terintegrasi, seperti kolaborasi pentahelix,
pelaksanaan program Training of Trainer (ToT) berbasis Participatory Rural Appraisal (PRA), serta pendekatan
edukasi kesehatan yang berlandaskan Health Belief Model (HBM) untuk memastikan keberhasilan dalam
percepatan penurunan prevalensi stunting di Kalimantan Barat.

Kata kunci: Stunting, Kalimantan Barat, air bersih, sanitasi aman
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Pendahuluan

Stunting adalah kondisi yang ditandai oleh
terhambatnya pertumbuhan anak akibat
kekurangan gizi kronis, terutama selama seribu hari
pertama kehidupan. Anak yang mengalami stunting
cenderung memiliki tinggi badan di bawah standar
usianya, yang seringkali diikuti oleh penurunan
kemampuan kognitif dan produktivitas di masa
depan (Utami et al., 2024). Kondisi ini tidak hanya
berdampak pada individu, tetapi  juga
mencerminkan kualitas sumber daya manusia di
suatu wilayah, yang pada akhirnya memengaruhi

daya saing ekonomi secara nasional.

Menyadari dampak luas dari stunting,
pemerintah Indonesia melalui Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2021 telah
menetapkan kebijakan percepatan penurunan
stunting yang berfokus pada intervensi gizi spesifik
dan gizi sensitif. Salah satu elemen kunci dalam
kebijakan ini adalah pemenuhan kebutuhan dasar,
seperti akses terhadap air bersih dan sanitasi aman,
yang memiliki peran penting dalam mencegah
infeksi dan malnutrisi yang menjadi penyebab
utama stunting. Di Kalimantan Barat, prevalensi
stunting yang tercatat sebesar 24,5% pada tahun
2023 menunjukkan masih adanya kesenjangan
signifikan  dibandingkan  rata-rata  nasional.
Tantangan utama di wilayah ini meliputi
keterbatasan infrastruktur, geografis yang sulit
dijangkau, dan tingkat kesadaran masyarakat yang
rendah terhadap pentingnya perilaku hidup bersih
dan sehat (PHBS).

Berbagai kebijakan telah diluncurkan untuk
mengatasi tantangan tersebut, termasuk Peraturan
Gubernur Kalimantan Barat Nomor 146 Tahun 2020
tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Selain
itu, program kolaboratif seperti WASH (Water,
Sanitation, Hygiene), SAHABAT, FINWASH4UC, dan
PRESISI bertujuan meningkatkan akses air bersih
dan sanitasi aman. Namun, efektivitas program ini
masih terhambat oleh kurangnya koordinasi lintas
sektor dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu,
pendekatan yang lebih strategis diperlukan untuk
memastikan

kebijakan tersebut dapat

menghasilkan dampak nyata dalam menurunkan
prevalensi stunting.

Pendekatan ini mencakup kolaborasi multi-
stakeholder
pelaksanaan Program Training of Trainer (ToT)

berbasis model pentahelix,
dengan pendekatan Participatory Rural Appraisal
(PRA), serta edukasi kesehatan berbasis Health
Belief Model (HBM). Strategi ini tidak hanya
dirancang untuk mengatasi kendala teknis dan
sosial, tetapi juga bertujuan untuk memberdayakan
masyarakat sehingga mampu berkontribusi aktif
dalam menciptakan lingkungan yang mendukung
penurunan stunting. Dengan demikian, kebijakan
dan intervensi yang diterapkan diharapkan dapat
secara signifikan mengurangi angka stunting di
Kalimantan Barat, sekaligus menjadi model yang
dapat direplikasi di wilayah lain dengan tantangan
serupa.

Tantangan Distribusi dan
Kualitas Air Bersih

Akses rumah tangga terhadap air minum
bersih dan layak di Kalimantan Barat masih
menghadapi  tantangan  meskipun terdapat
peningkatan bertahap dalam tiga tahun terakhir.
Berdasarkan Gambar 1, persentase rumah tangga
dengan akses ke air minum bersih meningkat dari
39,56% pada 2021 menjadi 40,49% pada 2023.
Sementara itu, persentase rumah tangga yang
memiliki akses ke air minum layak meningkat dari
78,76% pada 2021 menjadi 82,08% pada 2023
(BPS Provinsi Kalimantan Barat 2024). Walaupun
angka ini menunjukkan perbaikan, isu distribusi dan
keterbatasan infrastruktur air bersih di kawasan
pedesaan dan terpencil tetap menghambat
pencapaian target akses universal. Keterbatasan
akses ini, menjadi tantangan utama dalam
mengurangi angka stunting. Perbaikan akses air
minum bersih membutuhkan pendekatan holistik
dan sinergi antar multi-stakeholder.
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Gambar 1 Persentase air minum bersih dan layak
Sumber: diolah dari BPS Prov. Kalbar (2024)

Sanitasi Aman dan Tantangan
Perubahan Perilaku

Ketersediaan sanitasi aman di Kalimantan
Barat meningkat secara perlahan dengan
persentase rumah tangga yang memiliki akses naik
dari 78,39% pada 2021 menjadi 79,89% pada 2023
(Gambar 2). Meski terdapat peningkatan, namun
masih ada kesenjangan akses sanitasi aman di
daerah tertentu yang membutuhkan perhatian
khusus. Tantangan utama bukan hanya pada
infrastruktur, tetapi juga kesadaran masyarakat
akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat
(PHBS). Pendekatan kolaboratif antara pemerintah
dan sektor swasta untuk edukasi dan peningkatan
fasiitas sangat penting untuk memastikan bahwa
masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas sanitasi
aman yang tersedia secara efektif.
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Gambar 2 Persentase sanitasi layak
Sumber: diolah dari BPS Prov. Kalbar (2024)

Rekomendasi

Berbagai program kolaboratif telah diinisiasi
untuk  percepatan penurunan stunting di
Kalimantan Barat vyang melibatkan multi-

stakeholder. Meskipun demikian, prevalensi
stunting di Kalimantan Barat masih mencapai 24,5%
pada 2023, melebihi rata-rata nasional 21,5%
(Kementerian Kesehatan 2024). Berdasarkan
Laporan Pemantauan, Pengukuran, dan Intervensi
di Kalimantan Barat yang disusun oleh Asisten
Deputi Pembangunan Sumber Daya Manusia,
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan
Manusia, Sekretariat Wakil Presiden (2024),
mengkonfirmasi beberapa posyandu, seperti Tunas
Fajar dan Melati Putih di Kabupaten Kubu Raya
masih mengalami keterbatasan pada pemenuhan
akses air minum dan sanitasi aman. Posyandu
Cemara dan Tuah Jubata di Kabupaten Landak
mengungkapkan kendala mengenai kualitas air
tanah dan air permukaan belum layak konsumsi.
Cakupan desa yang menerapkan program Stop BAB
Sembarangan (SBS) baru 40%. Sementara itu,
Puskesmas Anggrek dan Cempaka Putih di
Kabupaten Mempawah melaporkan penggunaan
jamban sehat masih belum memenuhi standar.
Berdasarkan permasalahan tersebut strategi yang
dapat dilakukan Pemerintah Daerah, yaitu:

1. Kolaborasi Pentahelix untuk Meningkatkan
Akses Air Bersih dan Sanitasi Aman
Pemenuhan kebutuhan akses air bersh dan

sanitasi aman merupakan langkah strategis dalam
upaya percepatan penurunan stunting di
Kalimantan Barat. Pemerintah daerah berperan
penting dalam mengoordinasikan kolaborasi
pentahelix yang melibatkan pemerintah pusat,
akademisi, masyarakat, serta sektor swasta.
Pemerintah daerah dapat memulai kolaborasi
dengan memetakan lokasi prioritas berdasarkan
prevalensi stunting dan kebutuhan infrastruktur
dasar. Selanjutnya, pemerintah daerah dapat
menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) mengenai
percepatan penurunan prevalensi stunting.

Lebih lanjut, pemerintah daerah dapat
berkolaborasi dengan sektor swasta yang sedang
melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan melalui program Corporate Social
Responsibility (CSR). Pemerintah daerah dapat
mendorong pembangunan infrastruktur sanitasi
aman dan penyediaan akses air bersih. Program ini
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dapat diperkuat dengan pembentukan pojok literasi
kesehatan di setiap rukun warga (RW) yang
berfungsi sebagai tempat edukasi kepada
masyarakat dan focus group discussion (FGD) untuk
meningkatkan awareness publik. Sehubungan
dengan program ini, pemerintah pusat berperan
dalam mendukung kebijakan melalui pendanaan
dan penduan teknis, sementara Dinas Kesehatan
setempat dapat memastikan pemantauan secara
masif terhadap aktualisasi program.

2. Program Training of Trainer (ToT) dengan
Pendekatan Participatory Rural Appraisal
Pemerintah daerah melalui dinas kesehatan

dapat memimpin pelaksanaan Program Training of

Trainer (ToT) berbasis pendekatan Participatory

Rural Appraisal (PRA) dalam upaya percepatan

penurunan stunting di Kalimantan Barat. Dinas

kesehatan berperan sebagai pengelola utama
dalam merancang modul pembelajaran,
mengoordinasikan tenaga kesehatan sebagai
fasilitator, serta memastikan keterlibatan kader
posyandu dan kader pojok literasi kesehatan di
setiap rukun warga (RW). Program ToT diawali
dengan melakukan pelatihan secara berkala kepada
para kader. Pada kader sebagai co-fasilitator akan
mendampingi masyarakat, khususnya calon
pengantin, ibu hamil, dan ibu menyusui dalam
memberikan edukasi mengenai pentingnya akses
air bersih dan sanitasi aman. Skema ini dirancang
untuk meningkatkan skill kader sebagai sumber
daya manusia yang kompeten dalam mendampingi
masyarakat (Bokasa et al. 2024).

3. Edukasi Kesehatan Berbasis Health Belief

Model (HBM)

Pendidikan berbasis Health Belief Model
(HBM) dapat diaktualisasikan melalui kader yang
dilatih untuk mengedukasi masyarakat di pojok
literasi kesehatan. Kader akan menggunakan
pendekatan HBM untuk meningkatkan awareness
tentang stunting kepada target prioritas. Program
edukasi akan mencakup sesi peningkatan
pengetahuan mengenai risiko, dampak stunting,
serta manfaat dari intervensi dini. Sesi-sesi ini
berlangsung selama 60 menit dan menggunakan
metode interaktif seperti ceramah, focus group

discussion (FGD), sesi tanya jawab, dan demonstrasi
praktis melalui media poster. Metode tersebut
dapat meningkatkan self-efficacy peserta sehingga
mereka lebih percaya diri dalam mengambil
langkah pencegahan (Rodi et al. 2024). Penelitian
tersebut sejalan dengan temuan Agide et al. (2024),
yang mengkonfirmasi bahwa intervensi berbasis
komunitas dengan model HBM terbukti efektif dan
efisien dalam meningkatkan kesadaran masyarakat
akan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Kesimpulan

Program vyang diimplementasikan untuk
menurunkan prevalensi stunting di Kalimantan
Barat menunjukkan hasil yang belum optimal.
Berbagai program telah diaktualisasikan, tetapi
tantangan seperti terbatasanya pemenuhan akses
air bersih, fasilitas sanitasi aman yang belum
optimal, serta rendahnya kesadaran masyarakat
akan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
Program yang ada belum mampu menjangkau
kelompok sasaran dengan efektif, seperti calon
pengantin, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Berdasarkan kondisi tersebut, pendekatan yang
terintegrasi dan komprehensif seperti kolaborasi
pentahelix antar multi-stakeholder, program
Training of Trainer (ToT) dengan pendekatan
Participatory Rural Appraisal (PRA), dan pendidikan
berbasis Health Belief Model (HBM) sangatlah
diperlukan. Melalui strategi yang lebih terarah,
diharapkan penurunan prevalensi stunting di
Kalimantan Barat dapat dicapai secara optimal.
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